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A. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Pada hakekatnya, pelaksanaan otonomi daerah merupakan perwujudan dari 

penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai 

masyarakat yang adil, makmur dan merata. Secara proposional, pembangunan daerah 

diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta 

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Saat ini, penyelenggaraan otonomi 

daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (UUPD) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UUPK). 

Penetapan otonomi daerah berkonsekuensi terhadap penyerahan sebagian 

kewenangan (decentralization of authority) yang selama ini berada di pemerintahan pusat 

kepada pemerintahan daerah dan pelimpahan tugas-tugas administratif. Selain itu, 

berimplikasi pada tata hubungan hierarki kelembagaan antara pemerintahan pusat dan 

daerah serta pola pelimpahan kewenangan dan pengolahan keuangan berupa alokasi, 

distribusi, penganggaran, evaluasi, dan penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Otonomi Daerah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menyusun dan menentukan 

anggaran yang dibutuhkan serta mendapatkan persentase bagi hasil yang lebih dari pusat. 

Otonomi daerall menjadikan pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh 

untuk membuat kebijakan dari sisi penerimaan dalam bentuk pajak dan retribusi. Secara 

ideal, otonomi daerah akan menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi 

serta mendorong pemerataan pembangunan di sektor ekonomi yang sebelunmya 

dikendalikan oleh pemerintah pusat. 

Persoalan dalam pengelolahan keuangan daerah berkaitan dengan sumber 

pendapatan yang menjadi aktiva dalam pengalokasian anggaran. Pendapatan daerah tidak 

dapat dipisahkan dari pertunlbuhan ekonomi suatu negara. Bila diasumsikan bahwa 

aktiva dalam anggaran sebagian besar bersumber dari pajak, maka hal tersebut terkait 

dengan tingkat pendapatan masyarakat di suatu daerah. Persoalarmya tidak semua daerah 



memiliki tiIigkat pertumbuhan ekonomi yang sama. Hal ini tentu sangat mempengaruhi 

kemampuan keuangan daeralmya. 

Semua penerimaan dan pengeluaran yang menjadi hak dan kewajiban daerah 

dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan ke dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pengadministrasi Keuangan Daerah, 

APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

B. Identifikasi Masalah 

1. Apakah daerah tetap berwenang untuk memungut pajak dan retribusi 

daerah walaupun sudah mendapatkan dana perimbangan dari pemerintah 

pusat? 

2. Bagaimana pembagian hasil pajak dalam dana bagi hasil antara 

pemerintah pusat dan daerah dikaitkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah? 



BABII 

PENGELOLAAN HASIL PAJAK 

A. Desentralisasi Fiskal 

Pelimpahan kewenangan di bidang keuangan dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah dalam rangka otonorni daerah· disebut sebagai desentralisasi fiskal 

(fiskal decentralization). Pemerintah daerah diberi kewenangan menggali sumber-sumber 

pendapatan asli daerah (PAD). Desentralisasi fiskal telah memberikan kewenangan dan 

tanggung jawab yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola keuangan daerah. 

Alokasi keuangan daerah diharapkan lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan 

masyarakat, khususnya untuk mencapai tingkat kesejahteraan dan kemakmuran 

masyarakat dengan berbagai program dan kegiatan. 

Tujuan utama dari adanya desentralisasi antara lain untuk mewujudkan 

demokratisasi di tingkat lokal, peningkatan pelayanan publik, serta efesiensi dan 

efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan penibangunan di daerah. Desentralisasi 

fiskal berarti setiap kewenangan yang diberikan kepada daerah hams disertai deng~ 

pembiayaan yang sesllai dengan besamya beban kewenangan tersebut. Daerah dalam 

melaksanakan semua kewenangannya yang berkaitan dengan desentralisasi dibiayai dari 

anggaran daerah. 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (UUPK) mensyaratkan bahwa diberikan 

kewenangan secara luas, nyata dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan 

pemerintahan untuk mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang-bidang lain 

yang ditetapkan sebagai kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi 

serta mengendalikan dan mengevaluasi. Daerah diberi peran untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendm. Setiap kewenangan yang didelegasikan menuntut 

pembiayaan desentralisasi. Sllmber-sumber penerimaan negara yang sebelumnya ada di 

pllsat hams diturunkan sebagian ke daerah. 

Berdasarkan UUPK, perimbangan keiIangan antara pemerintah pusat dan daerah 

merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagaian tugas antara 



pemerintah pusat dan daerah. Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah 

Daerah dilakukan dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiska!. 

Pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan 

atau money follows function. Hal ini berarti hubungan keuangan antara pusat dan daerah 

perlu diatur sedemikan rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi 

tanggungjawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan daerah. 

Idealnya, otonomi daerah menciptakan sistem pembiayaan yang adil dan 

berimbang (vertikal dan horisontal) serta memunculkan good govemance dengan 

pembiayaan yang akuntanbel, transparan, pasti serta partisipasi£ Pemberian dana 

perimbangan oleh pemerintah pusat untuk daerah harns sebanding dengan yang diserap 

oleh pusat dari daerah tersebut. Selain pembagian wewenang (expenditure assigment), 

pembagian sumber pendapatan (revenue assignment) dan pinjaman daerah, pilar utama 

desentralisasi fiskal adalah transfer dana dari pusat ke daerah (intergovernmental fiscal 

transfer). 

B. Hubungan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah 

Pengaturan hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah ditujukan 

untuk membantu pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya sebagai 

konsekuensi logis dari adanya pembagian kewenangan. Agar tidak teJjadi masalah, 

pengaturan hubungan ini harns dilakukan secara adil, proposional dan akuntabe!. 

Hal yang paling penting adalah perimbangan keuangan pusat dan daerah 

menyangkut pembagian tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu 

antara tingkat-tingkat pemerintah dan pembagian sumber penerimaan untuk membiayai 

pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan tersebut. Tujuan utama hubungan ini adalah 

mencapai perimbangan antara berbagai pembagian sehingga terdapat keseimbangan 

antara potensi dan sumber daya masing-masing daerah. 

Dalam hubungan keuangan pemerintahan pusat dan daerah, pemerintahan daerah 

mempunyai tujuan yang pada dasamya bersifat politik. Artinya, pemerintahan daerah 

merupakan wadah bagi penduduk setempat untuk mengemukakan keinginan mereka dan 

untuk menyelenggarakan urusan setempat sesuai dengan keinginan dan prioritas mereka. 

Untuk itu, hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah hams dapat memungkinkan 



pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan tingkat-tingkat pemerintah daerah 

sehingga tiap-tiap tingkat memiliki lingkup pilihan sendiri-sendiri. Instrumen keuangan 

yang dapat mendukung peranan tersebut bagi pemerintah daerah tiap-tiap tingkat 

memiliki lingkup pilihan sendiri-sendiri. Instrumen keuangan yang dapat mendukung 

peranan tersebut bagi pemerintah daerah mencakup : 

(1) pemerintah daerah diberi kekuasaan yang menghirnpun sendiri pajak yang dapat 

banyak menghasilkan pemasukan dan menentukan sendiri tarif pajak, 

(2) bagi hasil penerimaan pajak nasional antara pemerintah pusat dan pemerintahan 

daerah,dan 

(3) bantuan umum dari pemerintahan pusat tanpa pengendalian oleh pemerintahan 

pusat dalam penggunaannya. 

Walaupun sumber daya alam yang dimiliki daerah berbeda-beda, daerah hams 

mendapatkan bagian secara proposional dalam bagi hasil pajak dan bukan pajak, 

misalnya jika suatu daerah memiliki hutan, maka daerah tersebut hams mendapatkan 

bagian secara proposional dari hasil hutan tersebut, dibandingkan dengan daerah lain. 

Dengan demikian akan terwujud keadilan secara horisontal, sehingga daerah yang 

memiliki minyak, rnisalnya, tidak boleh mengkliam semua royalti dari minyak tersebut. 

C. Pajak dan Retribusi daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah 

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan bagi negara. Pajak dapat dipungut oleh 

pusat (pajak pusat) maupun oleh daerah (pajak daerah). Dalam otonomi daerah saat ini, 

daerah diberi wewenang tersebut didasarkan pada konseptual pembagian wewenang 

bahwa fungsi stabilitas dan distribusi lebih baik dilakukan oleh pemerintah yang lebih 

. tinggi tingkatnya (pemerintahan pusat), sementara fungsi alokasi akan lebih tepat 

dilaksanakan daerah, khususnya pemerintahan kabupatenikota yang merupakan tingkatan 

pemerintah yang jangkauan pelayanannya lebih dekat dengan masyarakat. Konsep ini 

digunakan pula dalam hal pemungutan pajak. 

Untuk itu, kita perlu mengetahui pengelolaan pendapatan daerah dalam bentuk 

pajak ini dikaitkan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam Pasal 5 ayat 

(2) UUPK dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari: 

1. Pendapatan Asli daerah (PAD) 



PAD merupakan salah satu sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah. 

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai 

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya. PAD terdiri atas: 

a. paj ak daerah; 

b. retribusi daerah; 

c. hasil pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

d. lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang 

tidak dipisahkan, jasa giro , pendapatu bunga, keuntungan selisih nilai 

tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun 

bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang 

dan/atau jasa oleh daerah. 

2. Dana Perimbangan 

Pemerintahan pusat memberikan sumber-sumber pembiayaan yang memadai 

melalui dana perimbangan agar mampu melaksanakan kewenangannya secara 

optimal. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara 

pemerintahan pusat dan daerah dan antar-pemerintah daerah. Dana perimbangan 

terdiri atas: 

a. Dana Bagi Hasil; 

Dana bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alamo Dana bagi 

hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB), Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi 

Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Dana bagi hasi yang bersumber dari 

sumber daya alam berasaI dari kehutanan, pertambangan umum, 

perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan panas 

bumi. 

b. Dana Alokasi Umum (DAU) 

DAU dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah 

untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan 



asas desentralisasi. Pengaturan penggunaan DAU sepenulmya menjadi 

kewenangan daerah. 

c. Dana Alokasi Khusus (DAK.) 

DAK bertujuan untuk membantu kebutuhan khusus dengan 

memperhatikan tersedianya dana pada APBN. 

3. Lain-lain Pendapatan 

Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. 

Pajak yang dipungut daerah, seperti PBB, BPHTB, dan PPh dan beberapa jenis 

pajak lain merupakan sumber pendapatan daerah. Pajak-pajak tersebut termasuk ke dalam 

dana bagi hasil yang persentase pembagian pemerintahan daerah dengan pemerintahan 

pusat ditetapkan dalam UUPK. 

Dalam dana bagi hasil terdapat PPB dan BPHTB yang merupakan hasil pajak 

pusa!. Daerah hanya menerima bagian dari kedua pajak tersebut sebagai dana 

perimbangan. Dengan demikian penetapan objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif 

pajak dan teknis pemungutan diatur dan ditetapkan oleh pemerintahan pusa!. Keterlibatan 

Pemerintahan daerah hanya dalam membantu mengintensifkan pemungutan PBB dan 

BPHTB dengan melibatkan perangkat daerah. 

Daerah tetap berwenang untuk memungut pajak dan retribusi daerah walaupun 

sudah mendapatkan daIla jJerimbangan dari pemerintah pusal. Daenih mempuityai 

kewenangan untuk mengelola dan mengatur sendiri pajak dan retribusi daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Jenis Pajak daerah dan retribusi daerah diatur lebih 

lanjut oleh Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

daerah. Dalam pengelolaan pendapatan asli daerah ini, harus ada pemisahan aset daerah 

secara jelas antara propinsi, kabupaten dan kota agar terhindar dari konflik dalam 

melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah antara propinsi dan kabupatenlkota. 

Jenis penerimaan yang diperoleh oleh kabupaten adalah pajak-pajak yang ditarik 

dari hotel, restoran, tempat hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan Bahan 

Galian Golongan C, dan parkir. Sedangkan pajak yang menjadi kewenangan propinsi 

adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) dan kendaraan di atas air, bea balik nama 



kendaraan bennotor (BBNKB) dan pajak pengambilan air dan pemanfaatan air di bawah 

tanah dan air pennukaan. 

Selain jenis pajak daerah di atas, pemerintahan daerah dapat menetapkan pajak 

daerah lainnya melalui Peraturan Daerah dengan memenuhi kriteria tertentu, antara lain 

bersifat pajak dan bukan retribusi pajak, objek pajak berada dalam wilayah 

kabupaten/kota serta dasar pengenaan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, 

bukan merupakan objek pajak propinsi atau pajak pusat, tidak memberikan dampak 

ekonimi yang negatif, memperhatikan aspek keadilan, dan menjaga kelestarian 

lingknngan. 

Sedangkan retribusi daerah dibagi atas 3 (golongan) yaitu retribusi jasa umum, 

retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Selain tiga golongan retribusi yang 

ada, pemerintah daerah dapat menetapkan retribusi daerah lainnya melalui Peraturan 

Daerah sesuai dengan kewenangan ekonomi daerah dan memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan. 

D. Pembagian Hasil Pajak antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

Berdasarkan Pasal 12 sampai Pasa121 UUPK, pembagian dana bagi hasil pajak 

terdiri dari: 

1. Dana bagi hasil penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk 

daerah dengan rincian sebagai berikut: 

a. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan) 

b. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk propinsi yang 

bersangkutan; 

c. 64,8% (enam puluh empat delepan persepuluh persen) untuk 

kabupaten/kota yang bersangkutan; 

Sepuluh persen (10%) bagian pemerintah pusat dari penerimaan PBB dibagikan 

kepada seluruh kabupaten dan kota didasarkan atas realisasi penerimaan PBB 

tahun anggaran betjalan, dengan imbangan sebagai berikut: 

a. 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh 

kabupaten dan kota; 



b. 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai inisiatif kepada kabupaten 

dan kota yang direalisasi tahun sebelumnya melarnpaui rencana penerimaan 

sektor tertentu. 

2. Dana bagi hasil penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) 

untuk daerah dengan rincian sebagai berikut: 

a. 16% (enarn belas persen) untuk daerah propinsi yang bersangkutan; 

b. 64% (enarn puluh empat persen) untuk daerah kabupaten dan kota 

penghasil. 

Dua puluh persen (20%) bagian pemerintah pusat dari penenmaan BPHTB 

dibagikan dengan porsi yang sarna besar untuk seluruh kabupaten dan kota. 

3. Dana bagi hasil penerimaan PPh Pasal25 dan Pasal29 Wajib Pajak Orang Pribadi 

Dalarn Negeri dan PPh pasal 21 merupakan bagian Daerah adalah sebesar 20% 

(dua puluh persen). Dana Bagi hasil penerimaan PPh dibagi antara pemerintah 

daerah propinsi dan kabupatenlkota dan 40% (empat puluh persen) untuk 

propinsi. Penyaluran dana tersebut dilaksanakan secara triwulanan. 

4. Pembagian penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alarn ditetapkan 

sebagai berikut: 

a. Penerimaan Kehutanan yalmg berasal dari penerimaan luran hak Pengusaha 

Hutan (JHPH) dan Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari 

wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh 

persen) untuk pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah. Dana bagi 

hasil dari penerimaan IHPH yang menjadi bagian daerah dibagi dengan 

rincian 16% (enarn belas persen) untuk propinsi dan 64% (enarn puluh empat 

persen) untuk kabupatenlkota penghasil. Dana bagi hasil dari penerimaan 

PSDH yang menjadi bagian daerah dibagi dengan rincian 16% (enarn belas 

persen) untuk propinsi yang bersangkutan, 32% (tiga puluh dua persen) untuk 

kabupatenlkota penghasil, dan 32 (tiga puluh dua persen) dibagikan dengan 

porsi yang sarna besar untuk kabupatenlkota lainnya dalarn propinsi yang 

bersangkutan. 

b. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan 

imbangan 60% (enarn puluh persen) untuk pusat dan 40% (empat puluh 

-------~~---~--.---



persen) untuk daerah. Dana Reboisasi sebesar 60% (enarn puluh persen) 

digunakan pemerintah untuk pusat rehabilitas hutan dan lahan secara nasional, 

sedangkan dana 40% (empat puluh persen) sisanya digunakan untuk 

pemerintah daerah untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di 

kabupatenlkota penghasil. 

c. Penerimaan Pertarnbangan umum yang dihasilkan dari wilyah daerah yang 

bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk pusat 

dan 80% (delapan puluh persen) untuik daerah. Penerimaan Pertarnbangan 

umum terdiri dari: 

1. Penerimaan luran Tetap (Land-rent) 

Dana bagi hasil dari Penerimaan Negara luran Tetap (Land-rent) yang 

menjadi bagian daerah dibagi dengan rincian 16% (enarn belas persen) 

untuk propinsi yang bersangkutan dan 64% (enarn puluh empat persen) 

untuk kabupatenlkota penghasil. 

2. Penerimaan luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi (Royalti) 

Dana bagi hasil dari Penerimaan Negara luran Eksplrasi dan luran 

Eksploitasi (Royalti) yang menjadi bagian daerah dibagi dengan rincian: 

a. 16% (enam belas persen) untuk propinsi yang bersangkutan; 

b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupatenlkota penghasil; 

c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupatenlkota lainnya dalarn 

propinsi yang bersangkutan. Bagian kabupatenlkota dibagikan 

dengan porsi yang sarna besar untuk semua kabupatenlkota dalarn 

propisnsi tersebut. 

d. Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan 

imbangan 20% (dua puluh persen untuk pusat, dan 80% (delapan 

puluh persen) untuk seluruh kabupatenkota. Penerimaan perikanan 

dan Penerimaan pungutan Hasil Perikanan. Dana bagi hasil dari 

Penerimaan Negara sektor perikanan dibagikan dengan porsi yang 

sarna besar kepada kabupatenlkota diseluruh Indonesia. 

e. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari 

wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen 



pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang

undangan, dibagi dengan imbangan 84,5% (delapan puluh empat 

setengah persen) untuk daerah. Penerimaan Pertarnbangan Minyak 

Bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan Negara dari 

sumber daya alarn Pertarnbangan Minyak Bumi dari daerah yang 

bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan 

lainnya. Dana Bagi Hasil Pertarnbangan Minyak Bumi sebesar 

15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian: 

I. 3% (tiga persen) dibagikan untuk propmsl yang 

bersangkutan; 

2. 6% (enarn persen) dibagikan untuk kabupatenlkota penghasil; 

3. 6% (enarn persen) dibagikan untuk kabupatenlkota lainnya 

dalarn propinsi yang bersangkutan. 

f. Penerimaan Pertarnbangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah 

daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan 

pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

dibagi dengan imbangan 69,5% (enarn puluh sembilan setengah 

persen) untuk daerah. Penerimaan Pertarnbangan Gas Bumi yang 

dibagikan ke daerah adalah Penerimaan Negara dari sumber daya 

alarn Pertarnbangan Gas Bumi dari daerah yang bersangkutan 

setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Dana 

bagi hasil dari Pertarnbangan Gas Bumi sebesar 30% (tiga puluh 

persen) dibagi dengan rincian: 

I. 6% (enarn persen) dibagikan untuk propmsl yang 

bersangkutan; 

2. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupatenlkota 

penghasil; 

3. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupatenlkota 

lainnya dalarn propmsl yang bersangkutan. Bagian 

kabupatenlkota dibagikan dengan porsi yang sarna besar untuk 

semua kabupatenlkota propinsi yang bersangkutan. 



Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi 

sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah 

anggaran pendidikan dasar yang dibagi masing-masing dengan 

DnClan: 

I. 0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk propinsi yang 

bersangkutan; 

2. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/kota 

penghasil; 

3. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/kota 

lainnya dalam propinsi yang bersangkutan. 

g. Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang 

bersangkutan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi 

dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk pusat dan 80% 

(delapan puluh persen) untuk daerah. Penerimaan negara dari 

Pertambangan Panas Bumi merupakan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang terdiri atas Setoran Bagian Pemerintahan dan luran Tetap 

dan luran Produksi. Dana bagi hasil dari Penerimaan Pertambangan 

Panas Bumi yang dibagikan kepada daerah dengan rincian : 

I. 16% (enam belas persen) dibagikan untuk propinsi yang 

bersangkutan; 

2. 32% (tiga puluh dua persen) dibagikan untuk kabupaten/kota 

penghasil; 

3. 32% (tiga puluh dua persen) dibagikan untuk kabupaten/kota 

lainnya dalam propinsi yang bersangkutan. 

Pemerintah menetapkan alokasi dana bagi hasil yang berasal dari sumber daya 

alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah yang menghasilkan. 

Pembagian dana bagi hasil antara pemerintahan pusat dan daerah bersumber dari 

pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah 

berdasarkan angka persentase tertentu. Pembagian dana ini bertujuan untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonorni daerah. 



A. Kesimpulan 

BAB III 

KESIMPULAN 

Desentralisasi fiskal yang diwujudkan dalam bentuk transfer dana pusat ke daerah 

akan lebih berarti jika pusat dan daerah sarna-sarna rnenyadari bahwa kini tanggung 

jawab pelayanan publik dan pernbangunan atau pernberdayaan rnasyarakat lokal sudah 

rnerupakan urusan daerah. 

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Pernerintah daerah rnernahami bahwa daerah 

rnernpunyai sumber PAD yang dapat berasal dari pajak dan retribusi daerah, antara lain 

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak 

Kendaraan Bermotor (PBBKB), pajak hotel, restoran, reklame, penerangan jalan, parkir, 

serta pajak dan retribusi lainnya. 

Melalui dana perirnbangan, pernerintah pusat rnernberikan surnber-sumber 

pernbiayaan yang rnernadai agar daerah mampu melaksanakan kewenangannya secara 

optimal. Dana perimbangan bertujuan rnengurangi kesenjangan fiskal antara pernerintah 

pusat dan daerah dan antar -pernerintah daerah. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi 

hasil yang bersumber dari pajak dan surnber daya alam, Dana Alokasi Umurn (DAD) dan 

Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi 

Dalam Negeri dan PPh Pasal21. Dana bagi hasil bersurnber dari sumber daya alam yang 

berasal dari kehutanan, pertambangan umurn, perikanan, pertambangan rninyak burni, 

pertambangan gas burni dan panas bumi. Pernbagian dana bagi hasil pajak diatur dalam 

Pasal 12 sampai Pasal21 UUPK. Atas Pajak Burni dan Bangunan (PBB) dan Pajak Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), daerah hanya berhak rnenerirna 

bagian dari dana perirnbangan yang ditetapkan oleh pernerintah pusat. Berbeda halnya 

dengan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah, daerah 

rnernpunyai kewenangan untuk rnengelola dan rnengatumya sendiri. Pengaraturan pajak 



dan retribusi daerah dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

Pajak Daerah dan retribusi Daerah. 

Pengawasan pemerintah pusat terhadap pembagian hasil pajak dan dana dalarn 

bagi hasil sebenamya wajar. Pemerintah pusat melakukan hal tersebut untuk memastikan 

bahwa tujuan pendelegasian wewenang terhadap pemerintah daerah mencapai target 

kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Otonomi daerah 

diharapkan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan 

kesempatan bagi daerah untuk mengatur pemerintahan dan membangun secara kreatif, 

inovatif, dan mandiri sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pemerintah pusat hanya 

memegang kendali dalarn pengawasan pelaksanaan desentralisasi fiska!. 

Pembiayaan pemerintahan daerah diperoleh dari pajak dan retribusi dari segenap 

lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib mengalokasikan 

penggunaannnya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat 

tanpa diskriminasi dalarn pemberian pelayanan. Dana yang tersedia hams dimanfaatkan 

untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi 

kepentingan masyarakat. Untuk itu, perencanaan hams ditetapkan secara jelas tujuan, 

sasaran, hasil dan manfaatnya bagi masyarakat. 

B. Saran 

1. Arah pengelolaan pendapatan daerah hams difokuskan pada langkah-Iangkah: 

a. Penerbitan sistem dan prosedur pemungutan pendapatan daerah; 

b. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; 

c. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan 

daerah; 

d. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik kecepatan pelayanan 

pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi; 

e. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien; 

f. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah; 

g. Peningkatan kualitas dasar seluruh pendapatan daerah; 

2. Untuk strategi peningkatan PAD, pemerintah daerah dapat menjalin kerja sarna 

ekonorni dengan pemerintah pusat dan badan swasta (domestik maupun asing) 



sebingga diharapkan altematif sumber PAD menjadi lebih prospektif, dinamis, 

dan variatif. KeIjasama ekonomi tersebut mengarah pada bentuk kontrak-kontrak 

usaha bersama yang saling menguntungkan. 

3. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui pengelolaan sumber 

daya manusia pemerintah daerah berdasarkan standar kompetensi. 

4. Penataan kelembagaan pemerintah daerah yang efisien dan efektif dan hubungan 

keIjasama antara eksekutif dan legislatif, propinsi, maupun kabupaten dan kota. 

Pemerintahan propinsi harns mendorong, memfasilitasi, dan membantu 

pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya untuk saling bekeIjasama terutama 

pada pembangunan pelayanan masyarakat di wilayah perbatasan antar daerah. 

5. Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk pengelolaan 

keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparasi, akuntabilitasi dan 

profesionalisme sebingga tersedia sumber dana dan pembiayaan yang memadai 

bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pelaksanan pembangunan di daerah. 

6. Untuk meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan perundang

undangan yang menyangkut hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan 

otonomi daerah, pemerintah pusat perlu menyususn berbagai peraturan 

perundang-undangan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah. 

7. Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah harns memberikan peluang 

partisipasi daerah untuk dapat terlibat. Atas dasar ini, pemerintah daerah perlu 

mengembangkan organisasi asosiasi daerah otonom dan membentuk Dewan 

Pertimbangan Otonomi daerah sebagai representasi daerah. 

-.---~--~- --------- ---------- -----~- ~--- --- ----.--~-------------------------- -- ------------
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